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PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eka Darmayanti binti Suratman, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 15

Juli  1989,  agama  Islam,  pekerjaan  mengurus  rumah  tangga,

pendidikan SLTA,  tempat  kediaman di  Jorong Sungai  Lancar,

Kenagarian  Koto  Salak,  Kecamatan  Koto  Salak,  Kabupaten

Dharmasraya, sebagai Penggugat;

Melawan

Hernawan bin Taufik Hidayat,  tempat dan tanggal  lahir,  Subang,  13

Maret  1985,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

wiraswasta,  tempat  kediaman  di  Jorong  Sungai  Lancar,

Kenagarian  Koto  Salak,  Kecamatan  Koto  Salak,  Kabupaten

Dharmasraya, sekarang tidak diketahui kebaradaannya didalam

atau  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan Penggugat  dan memeriksa  alat  bukti  di  muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung,  dengan  Nomor  1/Pdt.G/2020/PA.Plj,  02

Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah  isteri  sah  Tergugat  yang  menikah  di  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Koto  Baru,  pada  tanggal  04  Januari  2010,

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/51/I/2010, yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 07 Januari

2010; 

2. Bahwa  ketika  akad  Nikah  Penggugat  berstatus  Perawan  dan  Tergugat

berstatus Perjaka; 

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga

di Jorong Sungai Lancar, Kenagarian Koto Salak, Kecamatan Koto Salak,

Kabupaten Dharmasraya dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami

istri (ba'da al dukhul); 

4. Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat,  telah  bergaul

sebagai suami isteri, sudah dikaruniai dua orang anak bernama:

4.1. Ayunda Aryani, Perempuan, umur 10 tahun; 

4.2. Latifa Herlina, Perempuan, umur 6 tahun; 

5. Bahwa  anak  tersebut  sekarang  berada  dibawah  Pemeliharaan  dan

Pengasuhan Penggugat; 

6. Bahwa  sejak  akhir  tahun  2014  Menikah  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan

6.1 Karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat; 

7. Bahwa puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  rumah tangga  Penggugat

dengan Tergugat terjadi pada Sekitar Akhir tahun 2016, Tergugat pergi dari

kediaman Penggugat dengan alasan Tergugat ingin pulang tapi tidak tahu

mau  pulang  kemana,  dan  Tergugat  tidak  memberi  kabar  lagi  kepada

Penggugat sampai sekarang kurang lebih 3 tahun; 

8. Bahwa  setelah  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah,  Penggugat  tinggal

kediaman  orang  tuanya  kandung  Penggugat  di  Jorong  Sungai  Lancar,

Kenagarian Koto salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya,

sedangkan Tergugat tidak tahu keberadaannya sampai sekarang; 
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9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera

tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak

sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat; 

10. Bahwa  berdasarkan  hal-  hal  tersebut  di  atas,  Penggugat  dalam

menyelesaikan perkara ini  bersedia untuk  membayar  segala biaya yang

timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

      Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di  atas, Penggugat mohon

kepada  Yth.  Ketua  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung  C.q.  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  tersebut  berkenan  memeriksa  dan  mengadili  gugatan

Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Hernawan  bin

Taufik  Hidayat) terhadap  Penggugat  (Eka  Darmayanti  binti

Suratman);

3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara; 

 Subsider :

 Apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap  di  persidangan  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  untuk

menghadap sebagai  wakil/kuasanya yang sah,  meskipun berdasarkan Surat

Panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Plj., tanggal 03 Januari 2020 dan 07

Februari 2020yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

resmi  dan patut,  sedangkan tidak  ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamai  Penggugat  dengan

menasehati  Penggugat  agar  berpikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat,

namun tidak berhasil  dan perkara ini  tidak dapat  dimediasi  karena Tergugat

tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil  secara resmi dan

patut;
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Bahwa,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  tujuannya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak

dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/51/I/2010 tanggal 07 Januari 2010

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Koto  Baru,

Kabupaten Dharmasraya.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup

dan  dinazegelen  serta  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf; 

B.

Saksi:

1. Mukiman Andi Marta BIn Martorejo, tempat dan tanggal lahir,

Lampung, 08 Februari  1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jorong Sungai Lancar, Kenagarian

Koto  Salak,  Kecamatan  Koto  Salak,  Kabupaten  Dharmasrayadi  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  namanya  Hernawan  bin

Taufik Hidayat; 

 Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 04 Januari

2010 di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Jorong

Sungai  Lancar,  Kenagarian  Koto  Salak,  Kecamatan  Koto  Salak,

Kabupaten Dharmasraya; 

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  2  orang anak,

masing-masing bernama :
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1. Ayunda Aryani, Perempuan, umur 10 tahun; 

2. Latifa Herlina, Perempuan, umur 6 tahun; 

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah

tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat

berselisih dan bertengkar ; 

 Bahwa  saksi  pernah  mendengar  langsung  Penggugat  dengan

Tergugat berselisih dan bertengkar ; 

 Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih

dan bertengkar sebanyak 1 (satu) kali waktu itu Tergugat mengeluarkan

kata-kata dengan keras; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sekitar 3 (tiga)

tahun  yang  lalu  Penggugat/Tergugat  pergi  dari  rumah  kediaman

bersama,  sampai  sekarang,  sejak  berpisah  tersebut  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  pernah  lagi  saling  mengunjungi  dan  tidak  lagi

melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri; 

 Bahwa saksi  tidak  tahu keberadaan Tergugat  sekarang ini  dan

pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat

senyatanya, namun tidak berhasil ; 

 Bahwa  Saksi  pernah  menasehati  Penggugat  agar  rukun  lagi

dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak lagi bersedia menerima

Tergugat; 

 Bahwa  keterangan  tersebut  Saksi  sampaikan  berdasarkan

pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri; 

2. Bambang Sunyoto Bin Sarno, tempat dan tanggal lahir, Padang

Tarok,  10  September  1983,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

Wiraswasta  merangkap  kepala  Jorong,  bertempat  tinggal  di  Jorong

Sungai  Lancar,  Kenagarian  Koto  Salak,  Kecamatan  Koto  Salak,

Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut: 

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  namanya  Hernawan  bin

Taufik Hidayat; 
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 Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 04 Januari

2010 di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Jorong

Sungai  Lancar,  Kenagarian  Koto  Salak,  Kecamatan  Koto  Salak,

Kabupaten Dharmasraya; 

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  2  orang anak,

masing-masing bernama :

1. Ayunda Aryani, Perempuan, umur 10 tahun; 

2. Latifa Herlina, Perempuan, umur 6 tahun; 

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang

lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; 

 Bahwa  saksi  tidak  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dengn

Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui dari aduan

Penggugat  kepada  Saksi  dan  pengetahuan  masyarakat  sekitar

mengenai prilaku Tergugat; 

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat menurut  Pengaduan Tergugat kepada saksi  karena Tergugat

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 3

(tiga)  tahun  yang  lalu  Tergugat  pergi  dari  rumah kediaman bersama,

sampai sekarang, dan saksi melihat sendiri  bahwa Tergugat tidak lagi

berada dirumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ; 

 Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang ini ; 

 Bahwa saksi tidak tahu tentang usaha Penggugat untuk mencari

Tergugat, namun setahu saksi anak Penggugat dengan Tergugat yang

pernah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil; 

 Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai telah pernah

dilakukan  oleh  pihak  keluarga  dan  saksi  berupaya  menasehati
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Penggugat,  namun  Penggugat  tetap  bersikeras  bercerai  dengan

Tergugat; 

 Bahwa Tiga hari yang lalu saksi melihat postingan foto Tergugat di

media social facebook, Tergugat berfoto dengan seorang wanita sambil

berpelukan dan ketika saksi konfirmasi kepada teman-teman Tergugat

menyatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain

dan ternyata Tergugat juga telah memberitahu anaknya yang pertama

melalui  telepon  bahwa  Tergugat  telah  menikah  lagi,  dan  saksi

konfirmasikan kembali ke Penggugat dan Penggugat mengakuinya

 Bahwa  keterangan  tersebut  Saksi  sampaikan  berdasarkan

pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri; 

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  tidak  mengajukan  alat  bukti  lain  dan

mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut; 

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap

dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga

negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  tercantum  dalam  gugatan,  relaas

panggilan  dan  pengakuan  serta  pemeriksaan  identitas  (bukti  P.2)  di
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persidangan  Penggugat  mendalilkan  beralamat  di  Jorong  Sungai  Lancar,

Kenagarian Koto Salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang,  bahwa  alamat  Penggugat  tersebut  termasuk  yurisdiksi

relatif Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

kembali  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap

dan tidak pula mengutus  orang lain  sebagai  wakil  atau kuasanya yang sah

serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan

yang  sah,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  sesuai  dengan

relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Plj, tanggal dan maka sesuai dengan

Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus

tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); 

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih

dalil  Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab  Al  -  Ahkamul  Qur’an  Juz  II

halaman 405 yang berbunyi :

له حق ل ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

artinya :  “  Barang siapa dipanggil  untuk menghadap hakim Islam, kemudian

tidak  mau  mendatangi  panggilan tersebut  maka  dia  orang  yang

zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang,  bahwa  berhubung  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka

upaya  damai  dimana  Majelis  Hakim  tetap  memberikan  nasehat  kepada

Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah

tangganya  dengan  Tergugat  akan  tetapi  tidak  berhasil  sebagaimana

dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah
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kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah

terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  upaya  mediasi  sesuai  dengan  Pasal  7  ayat  (1)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

di  Pengadilan  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir

dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang

sah; 

Menimbang,  bahwa dalam gugatannya Penggugat  mendalilkan bahwa

Penggugat  telah  menikah  dengan  Tergugat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Koto  Baru,  pada  tanggal  04

Januari 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di

atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang

mempunyai  kekuatan  mengikat  (bindende)  dan  sempurna  (volledig),  dan

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,

telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,  serta  telah  dicocokkan  dengan

aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah

pada tanggal 07 Januari 2010;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  harus

dinyatakan  bahwa  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, olehnya itu Majelis Hakim menilai

gugatan Penggugat  mempunyai  dasar  hukum dan Penggugat  memiliki  legal

standing dalam perkara ini untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  adalah  sebagai

berikut:
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1. Bahwa  rumah  tangga  antara  Pengugat  dengan  Tergugat  awal

rukun  dan  harmonis,  namun  semenjak  akhir  tahun  2014  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang

memberi nafkah kepada Penggugat;

2. Bahwa,  pada  akhir  tahun  2016  Tergugat  pergi  meninggalkan

rumah  kediaman  bersama  sampai  sekarang  dan  tidak  diketahui

keberadaan senyatanya sampai saat ini;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin

untuk diteruskan lagi karena Penggugat berketetapan hati bercerai dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil  gugatannya

tersebut,  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  berupa  dua  orang  saksi

sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang,  bahwa  saksi  1  dan  saksi  2,  yang  diajukan  Penggugat

keduanya  sudah  dewasa,  berakal  sehat,  dan  sebelum  memberikan

keterangannya  telah  disumpah terlebih  dahulu,  oleh  karenanya kedua saksi

tersebut  memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  posita

nomor  1,  3,  4,  6,  7  dan  8  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  mengetahui  Penggugat  dengan Tergugat  pisah rumah

sejak tiga tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai

sekarang dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  posita

nomor  1,  3,  4,  6,  7  dan  8  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  pisah
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rumah sejak tiga tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama,

oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain,  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309

R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah

yang telah menikah pada tanggal 04 Januari 2020, di Kecamatan Koto

Baru, Kabupaten Dharmasraya dan memiliki dua orang anak;

2. Bahwa,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah  rumah

sejak tiga tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

3. Bahwa, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  atas,  majelis  berpendapat

bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pecah,  sehingga

harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah

dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan

terwujud lagi; 

Menimbang,  bahwa  indikasi  pecahnya  hubungan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari  perselisihan dan pertengkaran

yang terjadi sejak empat tahun setelah menikah, disusul pisahnya Penggugat

dengan Tergugat yang lamanya sudah tiga tahun terakhir, masing masing pihak

tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri, ditambah

lagi  dengan  sikap  Penggugat  di  persidangan  yang  menyatakan  tidak  mau

berbaik  lagi  dengan Tergugat,  suatu  pertanda bahwa Penggugat  telah  tidak
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senang  lagi  dengan  Tergugat  dan  dalam  keadaan  demikian  Majelis

diperbolehkan  menjatuhkan  talak  satu  Tergugat  sebagai  suami  terhadap

Penggugat sebagai  isterinya, sesuai  dengan pendapat  ahli  fikih dalam Kitab

Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا

Artinya:  Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim

diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum

Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Penggugat  belum  pernah  dijatuhkan  talak  oleh  Tergugat,  maka

petitum  gugatan  Penggugat  mengenai  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra

Tergugat  terhadap  Penggugat  tersebut  memenuhi  Pasal  119  Pasal  (1)  dan

Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa karena perkara a  quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di muka sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shugra  Tergugat (Hernawan  bin  Taufik

Hidayat) terhadap Penggugat (Eka Darmayanti binti Suratman); 
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari  Rabu tanggal  06 Mei 2020 Masehi, bertepatan

dengan tanggal  13  Ramadhan 1441 Hijriah,  oleh kami  Azizah  Ali,  S.H.I.,  M.H.,

sebagai  Ketua  Majelis,  Salman,  S.H.I.,  M.A. dan  Rasikh  Adila,  S.H.I,  masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum pada hari  itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  Fahmi  S,  S.H.,  sebagai

Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Salman, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

  Rasikh Adila, S.H.I

Panitera,

Fahmi S, S.H.

Perincian Biaya:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 340.000,00

-  PNBP Relaas : Rp.    20.000,00

-  Redaksi : Rp     10.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 456.000,00
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
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